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PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) 

 

 

RINGKASAN 

 

 Partisipasi masyarakat dalam RPJMDes di desa Landungsari Kec. Dau Kab. 

Malang dalam perencanaan rpjmdes, keikutsertaan masyarakat desa landungsari 

sangat tinggi dan antusias. Sedangkan dalam pelaksanaan rpjm desa Landungsari, 

keterlibatan masyarakat seperti gotong royong yang cukup bagus. Partisipasi 

masyarakat yang tertuang dalam sikap gotong royong yang baik. Beberapa faktor 

dalam penyusunan rpjm desa Landungsari ialah pergantian pemerintah desa, adanya 

peralihan dana, adanya wabah covid-19, dan banyaknya usulan dari masyarakat yang 

tertunda. Adapun kendala yang lain dimana masyarakat desa Landungsari 

terpengaruh karena adanya isu-isu politik yang beredar di masyarakat. 

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Rpjmdes 

 

  



BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial 

tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi 

masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi 

masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga 

negara. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif  masyarakat juga 

dapat keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan  pembangunan 

yang dilaksanakan pemerintah.  

 Fungsi otonom desa, pemerintah desa membuat rencana pembangunan jangka 

menengah desa, berdasarkan masalah yang ada pada daerah tersebut. Rpjmdes 

membentuk misi visi desa dijadikan selama memimpin desa, rpjmdes ke arah 

kebijakan pembangunan rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan 

pemerintah, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan pemerintah desa.  

 Desa memiliki peran utama dalam pembangunan nasional. Karena hampir 

semua masyarakat Indonesia tinggal di desa, melainkan desa mengajukan bantuan 

untuk menciptakan pemerataan nasional. Pentingnya perubahan tingkat desa, 

pemerintah melakukan beberapa cara dalam mendorong mudahnya pembangunan 

pedesaan sudah dilaksanakan oleh pemerintah namun tidak merata dalam 

meningkatkan kualitas serta kesejahteraan sosial. Maka pembangunan desa harus 

dilaksanakan berencana dengan baik dan sesuai keinginan masyarakat desa. 

 Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah hanya 

didasarkan pada paradigma masalah dengan nilai gotong royong dan keterlibatan 

sosial minim memulai tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun sampai 

pada pemanfaatan. 

 Oleh sebab itu perlu ada rumusan kebijakan yang sesuai dengan tujuan 

mensejahterakan masyarakat untuk mendapatkan kebijakan umum efektif dan efisien 



penyusunan naskah perencanaan dibuat secara hierarki yang terdapat kebijakan 

rancangan, aktivitas pembangunan yang secara langsung pemerintah atau yang 

ditempuh dengan memotivasi partisipasi masyarakat.  

 Rpjmdes yaitu naskah perencanaan selama periode 5 tahun yang memuat 

kebijakan keuangan, rencana yang memperhatikan pembangunan jangka menengah 

desa, rencana prioritas kewilayahan, beserta strategi kerja. Maka dari itu rpjmdes 

yaitu cara atau dokumen penting dalam kesejahteraan sosial, selain itu desa 

Landungsari menjadi tempat penelitian karena adanya partisipasi atau tidak dari 

masyarakat dan tradisional, jika pembangunan desa berhasil, maka pembangunan 

nasional akan berhasil. Maka dari itu desa Landungsari menjadi tempat yang strategi 

untuk membuktikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rpjmdes. Berdasarkan 

penjelasan diatas maka perlu disadari bahwa pentingnya partisipasi masyarakat desa 

terutama dalam pelaksanaan untuk meningkatkan rpjmdes. Oleh karena itu penulis 

mengangkat judul Skripsi “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes)” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam RPJMDes? 

2. Apakah faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat desa dalam 

RPJMDes? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk  mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam RPJMDEs 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat 

desa dalam Rpjmdes 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis 

a. Sebagai sumbangsih pemikiran berupa pengembangan ilmu pengetahuan 

tentang Partisipasi Masyarakat Desa dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah desa (RPJMDes) dan sebagai pengembangan Ilmu Sosial dan 

Ilmu politik. 



2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan mengenai partisipasi 

Masyarakat Desa dalam (rpjmdes). 

b. Bagi pemerintah penelitian ini bisa sebagai bahan rekomendasi mengenai 

Partisipasi masyarakat desa dalam desa (rpjmdes). 
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